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Data Utama

NIP

Nama

TMT Awal

Kedudukan Hukum

Pangkat/Golongan

Jabatan

Jenis Jabatan

Unit Kerja

MNo. Kartu Pegawai

No. KTP

Jenis Kelamin

Agama

Status Kawin

Golongan Darah

J Settings

199012272018012001
Amelia Desy Ratna Yuwita
01-01-2018

Aldif

FPenata Muda Tingkat [ / I/
Auditor Pertama

Fungsional Terentu

Inspektorat

3577036712000002

Wanita

Islam

Belum Kawin

® Hubungi IT
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Data Jabatan dan Unit Kerja

Jabatan Auditor Pertama

Unit Kerja Inspektorat

Data Atasan Langsung
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Profile Saya Dokumen Saya Kompetensi Performa

Yang terbaru dari MySAPK

e Pemutakhiran Data Mandiri
_E 3 Lengkapi data mandiri anda untuk melanjutkan
menggunakan aplikasi MySAPK
Progres Anda 12 dari 12

@ Periode Pemutakhiran Data Mandiri

15-July-2021 - 01-December-2021
Terima kasih, Kegiatan PDM sudah berakhir

Layanan MySAPK

Fitur dan layanan penunjang data PNS
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MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1296/KP.09/06/2021 21 Juni 2021
Lampiran : satu berkas

Hal : Aktivasi Akun MySAPK Aparatur Sipil Negara

Kepada Yth.

Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi
di

Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia Pasal 1 ayat (1): "Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata
kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan
Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan
menggunakan Kode Referensi dan Data Induk", serta Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur
Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara secara Elektronik
Tahun 2021 Lampiran | nomor (2): “Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN
dan PPT non ASN dilakukan oleh user admin instansi SIASN paling lambat pada akhir
minggu terakhir bulan Juni 2021%.

Terkait dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk mendukung
pelaksanaan pemutakhiran data mandiri maka diharapkan kepada para pegawai ASN untuk
dapat melakukan aktivasi MySAPK selambat-lambatnya tanggal 28 Juni 2021 dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengakses MySAPK menggunakan handphone masing-masing melalui
https://pdm-asn.bkn.go.id. Untuk pengguna android mengklik tombol “Download

MySAPK”, sedangkan pengguna iOS mengklik tombol “MySAPK web”;

2. Klik tombol “lupa password”;

3. Isikan NIP dan email yang terdaftar di LHKPN. Sistem akan mengirimkan kode foken
ke email,

4. Buat password baru dan masukkan ke kolom password, kemudian masukkan kode
token;

5. Jika isian benar, maka user dapat login di MySAPK dengan password baru.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk1303491814210616025717
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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS
NOMOR 522/2200/KP.09/06/2021

Yth . Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Hal :  Penyampaian Edaran Aktivasi Akun MySAPK bagi para Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tanggal : 17 Juni 2021

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021
tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non
Aparatur Sipil Negara secara Elektronik Tahun 2021, dan dalam rangka menindaklanjuti hasil
Sosialisasi Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN Instansi Pusat melalui Sistem
Informasi ASN (SIASN) dan MySAPK yang telah diselenggarakan pada Kamis, 27 Mei 2021
di Hotel Fairmont; bahwa para pegawai ASN wajib melakukan aktivasi MySAPK melalui

laman https://pdm-asn.bkn.go.id sampai dengan akhir minggu terakhir bulan Juni 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh instansi diwajibkan untuk turut serta
dalam Program Satu Data Indonesia dengan melakukan pemutakhiran data mandiri para
ASN melalui aplikasi MySAPK tahap pertama, yaitu aktivasi MySAPK pada handphone
masing-masing pegawai sampai dengan akhir bulan Juni 2021. Dikarenakan di Mahkamah
Konstitusi tidak terdapat pegawai PPPK dan PPT Non ASN, maka yang berpartisipasi hanya
pegawai PNS. Selanjutnya bersama ini kami sampaikan konsep surat edaran aktivasi
MySAPK bagi para PNS di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami

ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi,
Teguh Wahyudi

Digital Signature
mk1303491814210616025611
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DESKRIPSI PERUBAHAN

SiBANG ALAN singkatan dari Sistem Informasi Pengembangan Aparatur Sipil Lembaga Peradilan yaitu aplikasi berbasis Web yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan program-program
pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas ASN Lembaga Peradilan di MK berbasis pada sistem informasi yang tujuannya dapat mempermudah dan
mempercepat seluruh ASN di MK dalam mendapatkan informasi program-program pengembangan SOM, kerjasama dalam dan luar negeri, regulasi, standar layanan, SOP dan info lain terkait
pengembangan SDM,. Selain itu aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mendaftar, memonitoring, sharing knowledge, dan updating data kompetensi pegawai yang dapat di input secara
mandiri oleh ASN melalui log in account masing-masing ASN.

=

llustrasi rancangan aplikasi berbasis Web “SiBang ALAN" ini merupakan hasil adopsi dan adaptasi aplikasi LPDP dalam versi MKRI dengan tujuan melalui aplikasi ini, para pegawai dapat
dengan mudah, cepat, efektif dan efisien dalam mengakses program-program dan informasi pengembangan pegawai dan hal-hal lain terkait pengelolaan SDM.

=

“siBang ALAN" ini dirancang sebagai aplikasi berbasis Web dengan karakteristik user friendly, informatif, cepat, menarik, dan mudah diakses yang akan terintegrasi pada salah satu menu
internal pada Website MKRI dan dapat pula di akses melalui dashboard pegawai MKRI.
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Sistem Informasi Gaji Pegawai & Pejabat

AMAHKAMAH KONSTITUS]
REPFURLIK INININESEA

Beranda Referensi - Laporan

GAJI INDUK PENDAPATAN LAIN

MHAMA : AMELIA DESY RATHNA YUWITA.S.A. TOTAL : Rp. 20.786.500

RATA - RATA

NIP ¢ 199012272018012001 Rp. 2.969.500

REKENING :  058001022666507

Data Gajl
' Tshunt (3055 v || Cari

HO JENIS GAIT BULAN TANGGAL INPUT GAJT JUMLAH UNDUH DOKHUMEN £

1 Gaji Induk Januari 2022 2021-11-24 Rp. 2,969,500 wview POF

z Gaji Induk Februari 2022 2022-01-04 Rp. 2,969,500 view POF

3 Gaji Induk Maret 2022 2022-02-032 Rp. 2,969,500 view POF

< Tunjangan Hari Raya April 2022 2022-04-18 Rp. 2.267.000 view POF

// 3 Gaji Induk April 2022 2022-03-10 Rp. 2,969,500 view POF

= Gaji Induk Mei 2022 2022-04-05 Rp. 2,969,500 view PDOF

7 Gaji Induk Juni 2022 2022-05-09 Rp. 2,969,500 wview POF

8 Gaji Induk Juli 2022 2022-06-08 Rp. 2,969,500 view POF

Aitusi. Keuanaan

| Konstitusi, Keuangan




Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Selamat Datang Amelia Desy Ratna Y Anda Login Sebagai Pejabat Struktural | Ubah Kata Sandi

® Halaman Utama

Selamat Datang Amelia Desy Raina Y

Senin, 20 Juni 2022, Jam 15:15:03

G Riwayat Surat Dibaca Selama 7 Haril

Auditor Pertama (Amelia Desy Ratna Y)
Ubah Kata Sandi

Tampikan| 10 v | data

Pencarian :

: Kecepatan
® Surat Dinas NoO. Tgl.Dibaca Pengirim Perihal P
Respon
: :ratt:uran Ei i Permohonan Penyampaian
0 K N ::“Jran IEEEE MK 2022-06-20 Auditor Pertama MOSEs EANESEE SRS Aok O HarnQ Jam O
eputusan ua = )
1 Assessment LKE ZT Unit Teruskan

¢ Protap Ketua MK 08:04:00 (Muhammad Rizki) e Menit
DI RURKEtME Intgrnampjs ektorat
© Surat Edaran kKetua MK P
o i Permintaan Seff Assessment

Eerat;‘ra” 5:]"_3” MMKK ; 2022-06-18 Auditor Pertama Pl deiea S 0 Hari 0 Jam 1
o Keputusan en

P i _k] 15:21:30 (Muhammad Rizki) . Menit

0 Instruksi Sekjen MK Perencanaan dan Keuangan
o Protap Sekjen MK

@ Surat Edaran Sekjen MK
2022-06-17

19:34:19
0 Agenda Rapat

@ Response Time 2022-06-17

; ) (09:21:41
& Respon Unit Kerja

: 2022-06-16
® Tutoral 15:21:59

o Tutoral Aktivasi User Pendaftaran
Digital Signature BSrE 2022-06-16

0 Tutorial Set Passphrase User 15:21:54
Pendaftaran Digital Signature BSrE

o Tutorial Multiple DS

2022-06-15
® Top 10 Takent Pool 13:53:05

. MANAJEMEN Talenta
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

2022-06-15
13:49:56

2022-06-15
13:49:51

No HNama NBY Box Kuoadran

Yohana
Citra 78.69

TS 2022-06-15

13:29:34
Wiryanto

Auditor Pertama
(Muhammad Rizki)

Inspektur

Auditor Pertama
(Muhammad Rizki)

Auditor Pertama
(Muhammad Rizki)

Auditor Pertama
(Muhammad Rizki)

Auditor Pertama
(Muhammad Rizki)

Auditor Pertama
(Muhammad Rizki)

Auditor Muda (Dhita
Cantika Megatania)

Menampilkan 1 sampai 10 dari 12 data

Sigit
Purnomo

Permohonan Penyampaian
Nota Dinas Permintaan Seff
Assessment LKE ZT Unit
Kerja kepada Tim Penilai
Internal/Inspektorat

ST Reviu Pengadaan Barang

dan Jasa Triwulan I Tahun
Anggaran 2022

Permintaan Data Dalam

Rangka Reviu PAPB]
Triwulan 0 2022

Permintaan Data Dalam

Rangka Reviu PAPE]
Triwulan II 2022

Direktur CV Pratama Sakii
Internusa - Peringatan dan
Penagihan Tunggakan
Piutang atas Temuan BPK
pada Pekerjaan TA 2020

Laporan Kerusakan
Notebook/Laptop Macbook
Alr

Penyampaian Konsep SK
Tugas Belajar Beasiswa MK-
Stuned TA 2022

Penyampaian Konsep SK
Kenaikan Pangkat PNS
Periode April 2022

Awal

Disposisi

MNota Dinas

MNota Dinas

Teruskan

Teruskan

0 Hari 0 Jam 4
Menit

0 Hari Q0 Jam 11

Menit

0 Hari 0 Jam 1
Menit

0 Hari 0 Jam 4
Menit

OHan0Jam 1
Menit

OHanOJam 1
Menit

0 Hari 0 Jam 0
Menit

0 HariQ Jam 7
Menit

2  Lanjut Akhir

Petunjuk Umum:
Tatang

Garjito Menu Registrasi Surat untuk melakukan Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar

Menu Surat Masuk untuk meihat Surat Masuk
Menu Log Surat Keluar untuk melhat Surat Keluar pernah Anda buat sebelumnya

Andi Hakim

Menu Berkas untuk melhat Berkas Unit Kerja (sebagai Administrator Unit) serta Notifikasi Berkas Aktif

Heru
Setiawan

Ida Ria
Tambunan

Johan
Yustisianto

Handa
Advytiansyah

Tatang
Garjito

Kiilk tab Pengaturan Unit Kerja & Pengguna untuk melhat Unit Kerja dan Pengguna Aplikasi
Kiik tab Pengaturan Umum untuk melhat Komponen Pengaturan Umum Aplikasi

Kilk tab Pengaturan Klasifikasi & Berkas untuk melhat dan mengatur Klasifikasi dan Berkas
Klik tab Laporan untuk memilh dan menam pikan Laporan

® User Online

T — =
=

| version [EEMEREN




MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Kepada YM/Yth.:

1. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi;

2. Ketua dan Anggota Dewan Etik;

3. Pejabat Struktural dan Fungsional;

4. Seluruh PNS, Tenaga Perbantuan TNI/POLRI, PPNPN, dan Pegawai Kontrak
di lingkungan Mahkamah Konstitusi

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENANDATANGAN SURAT PENUGASAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Umum
Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam surat tugas pegawai, perlu mengatur
kembali penetapan pejabat penandatanganan surat tugas pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan pejabat penandatanganan surat

tugas pegawai dengan tujuan untuk :

1. Memberikan pemahaman yang jelas tentang pejabat penandatangan surat tugas pegawai di
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal,

2. Menghindari penyalahgunaan wewenang pejabat penandatangan surat tugas pegawai dan
meningkatkan akuntabilitas lembaga;

3. Meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pengarsipan dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintah yang baik.

C. Ruang Lingkup
Dalam Surat Edaran ini hanya mengatur pelaksanan penetapan pejabat penandatangan surat tugas
pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
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. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

E. Isi Edaran

1.

Dalam rangka tertib administrasi dan tata kelola arsip yang baik, perlu mengatur kewenenangan
pejabat penandatanganan surat tugas pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal;

. Surat tugas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dibuat pejabat/staf terkait secara

elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan ditandatangani secara
digital oleh pejabat yang berwenang;

. Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas pegawai adalah pejabat setingkat eselon |

dan eselon ll;

. Surat tugas pegawai yang melibatkan eselon I/setara eselon | dan/atau eselon ll/setara eselon I

dan/atau eselon lll/setara eselon Ill dan/atau eselon |V/setara eselon 1V, surat tugas
ditandatangani secara digital oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

. Surat tugas pegawai pejabat fungsional tertentu/khusus/umum yang melibatkan lebih dari 1 (satu)

unit kerja, surat tugas ditandatangani secara digital oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

. Surat tugas sebagaimana dimaksud pada butir (4) dan (5) tidak dapat dipisah dan menjadi satu

kesatuan dalam Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

. Surat tugas pegawai pejabat fungsional tertentu/khusus/umum pada unit kerja tertentu

ditandatangani secara digital oleh pejabat eselon Il pada unit kerja yang bersangkutan, setelah
mendapat persetujuan/disposisi dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

. Penomoran surat tugas pegawai diberi nomor sesuai dengan klasifikasi tata naskah dinas yang

telah diatur di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 April 2021
Sekretaris Jenderal

M. Guntur Hamzah

Digital Signature
mk1449031809210409093750
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; . Absensi Online
A Absensi Online
WFH/WFO
A Health Monitoring e
f:%l) Munitﬂring ‘ Senin, 20 Juni 2022
I Absen I NIP : 199012272018012001
Peta Sebaran MAMA : Amelia Desy Ratna Yuwita

Panduan Absensi

Lokasi Saya WFO
tacwal Saya Mulai/Masuk: 07:18 WIB ¢ L
Info Perangkat Selesai/Pulang:
Suhu tubuh: 36 °C
Log Absensi @ Absen Pulang

Error Logs
== Aktivitas WFHIWFO/Tugas Dinas

B Pengisian Formulir Health Monitoring

Bulan Juni W

Tahun 2022 b

Tampilkan semua hari e

{

L
L4

B Simpan

Mulai Lokasi Mulai
No. Tanggal Selesai Lokasi Selesai Jumlah Jam Kerja Keterangan SKP Kegiatan
1.1 20-06-2022 Ed Q 07:1219 WIB Kota Jakarta Pusat, DK Jakarta Tidak ada data
Senin :
Isi SKP
o= Wro
2. | 17-06-2022 [ o 07:20:48 WIB Kota Jakarta Fusat, D.K.1. Jakarta 5 jJam 41 menit Tidak ada data.
Jum'al
= wro o Q 16:01:45 WIB Kota Jakarta Fusat, D.K.|. Jakarta
3. | 16-06-2022 Eal 0 070305 WIE Kota Jakarta Pusat, D.K.|. Jakaria 8 jam 58 menit Tidak ada data
Kamis
5= WFO & ©Q 16:0145 WiB Kota Jakarta Pusat, DK Jakarta
4. | 15-06-2022 | Q 071901 WIB Kota Jakana Pusat, D.K.|. Jakarta 5 jam 42 menit Tidak ada data
Rakxu
= WFrO s Q 160158 WIB Kota Jakarta Pusat, DK Jakarta
5. | 14-06-2022 s Q 07:10:03 WIB Kota Jakarta Pusat, D K| Jakara & j|am 54 menit Tidak ada data
Selasa
= WFO 8 0 16:04:00 WIB Kota Jakarta Fusat, DK Jakara
6. | 13-06-2022 i Q 072332 WIB Kota Jakarta Pusat, DK Jakarta 8 jam 39 menit Tidak ada data
Sernin
= WFO o) O 16:02:10 WIB Kota Jakarta Pusat, D.K.|. Jakara
7. | 10-06-2022 Eal Q 07:05 28 WIB Kota Jakarta Pusat, D.K.|. Jakarta 8 jam 57 menit Tidak ada data
Jum'at
= WFO & © 160204 WiB Kota Jakarta Pusat, DK | Jakarta
8. | 08-05-2022 o Q 07:24:05 WIB Kota Jakarta Pusat, DKL Jakara & Jam 37 menit Tidak ada data
Kamis
5= WFO @ Q 16:01:15wWiB Kota Jakarta Pusat, DK Jakarts
9. | 0B8-06-2022 [ Q 070711 WIB Kota Jakarta Pusat, D.K.|. Jakarta 8 jam 58 menit Tidak ada data.
Rabu
= WFOD = O 150533 wi Kota Jakarta Pusat, DK | Jakaria
10 | By-0a-2022 | Q 0714127 WIB Kota Jakarta Pusat, D.K.|. Jakaria 3 jam 50 menit Tidak ada data
Selasa
= WFO 3 Q 160116 wWiB Kota Jakara Pusat, DK Jakarta
11, 06-06-2022 =2 Q 07:-23:03 WIEB Kota Jakarta Pusat, DK Jakarta & jam 39 menit Tidak ada data
Senin
= WFo o Q 16:02:22 WIB Kota Jakara Pusat, DK Jakarta
12, 03-06-2022 o 0 071859 WIB Kota Jakarta Pusat, D.K.1. Jakarta & jam 47 menit Tidak ada data.
Jum’at
= WFO o Q 160501 WIB Kota Jakarna Fusat DK Jakara
13. | 02-06-2022 Ea Q 072714 WIB Kota Jakara Pusat, D.K.|. Jakarta 2 jam 34 menit Tidak ada data
Kamis
= wro g Q 16:0135WiB Kota Jakara Pusat, D K. Jakarta
Total jam Kerja: 1068.3 jam
Rata-rata jam kerja per minggu ! hari h26/8.8 jJam

Total hari kerja: 97 hari
Total jam Kerja: a02 & jam
Rata-rata jam kKerja per minggu / hari 414/ 8.3 jam

Q Lihat data sebaran

3‘ .- , Ty’ - _,‘-
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